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ABSTRAK
Nama    : Annisa
NIM      : 10700113102
Judul    :  Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak yang poten-
sinya semakin berkembang dengan diperhatikan adanya kompenen pendukung
dari sektor jasa, pembanguan maupun pariwisata dalam peningkatan pem-
bangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Maros dalam pelaksanaan pemungutan
pajaknya mengupayakan terlaksananya pembangunan yang potensial terhadap
pencapaian target serta realisasi yang lebih baik. Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak
restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros dan
tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan
pendaptan asli daerah Kabupaten Maros.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau
bersifat variatif. Penelitian ini mengaplikasikan analisis kontribusi dan efektivitas
pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
kabupaten maros.
Dari hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pening-
katan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-
2016 masih tergolong rendah. Dilihat secara keseluruhan selama enam tahun
terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah
dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat
jauh dari angka 4 %. Kurangnya kontribusi pajak hotel di Kabupaten Maros
disebabkan karena kurangnya jumlah unit hotel yang ada di Kabupaten Maros dan
jenis hotel yang hanya berbintang 1 dan 2 saja. Dari hasil analisis kontribusi
penerimaan pajak retoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)
Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 dilihat secara keseluruhan selama
enam tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Restoran pada
Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontibusi karena
presentase kontribusi diatas 4%. Peningkatan kontribusi pajak restoran di
Kabupaten Maros disebabkan karena banyaknya pengembangan-pengembangan
usaha serta meningkatnya minat suatu masyarakat untuk makan siap saji serta
dipengaruhinya tingkat perekonomian masyarakat. Dari target dan realisasi
penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2011-2016 menunjukkan tingkat
efektivitas yang sangat efektif untuk Pajak Hotel dan pajak restoran.
Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Kontribusi, Efektivitas penerimaan
pajak dan Pendapatan Asli Daerah
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suatu Negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya baik
darisegi fisik, yaitu pembangunan, maupun nonfisik, yaitu pembangunan kesejah-
teraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber
daya alam, maka dalam melakasanakan pembangunan sumber daya itu harus di-
gunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur  pen-
dapatan negara, indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor,
diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta non minyak dan gas (contohnya
adalah penerimaan dari sektor pajak). Kedua sektor tersebut mem-punyai peranan
yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama
penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk itu dilakukan partisipasi aktif
segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam
pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam ke-
ikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional untuk mewu-
judkan masyarakat yang adil dan makmur.1
Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah
dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini
menjadi sebuah implan karena sistem pemerintah yang sentralistik cenderung
1 Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (Yogyakarta:
BPFE-Yogyakarta,2002), h.108
2menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau
sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan
daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup
signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh dearah
otonom akibat dijalankannya desentralisasi. “Kebijakan desentralisasi tersebut
membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan
daerah.2
Memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya
keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut
selama ini.
Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi
faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah
sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh
daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu
sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan
sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Aturan ini harus ditaati dan
dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana  firman Allah dalam QS An-Nisa ayat
59:
2 Soraya Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah (Makassar: Alauddin Press,
2011), h. 73
3                    
                  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk taat
kepadaNya dan RasulNya dengan melaksanakan perintah keduaNya. Allah juga
memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itulah yang memegang
kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa.
Dimana manusia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya
tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat
dan tunduk kepada pemimpinnya
Berbicara masalah Pendapatan Asli Dareah (PAD), tentu kita akan ber-
fokus pada dua aspek utama, yaitu pajak dan retribusi, meskipun masih ada aspek
penerimaan resmi lain yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu upaya untuk meningkatakan penerimaan daerah yaitu dengan
mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata
dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan
pajak.
Prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sangat tergantung
pada bagaimana tindakan pemerintah dengan dukungan atau keterlibatan yang
4popular, yang disebut dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
ekonomi, karena apabila kita melihat secara realita bahwa negara-negara ber-
kembang senantiasa menghadapi kondisi atau posisi yang lebih sulit dibandingkan
dengan negara-negara yang telah maju yang sering disebut dengan modernisasi.
Yang dimaksud dengan modernisasi merupakan suatu proses dimana masyarakat
pada negaranya menyadari dan mengerti ketinggalannya dengan membandingkan
negara atau masyarakat lain, kemudian melakukan suatu usaha sehingga hasil
yang dicapai dapat mengurangi ketertinggalannya dari negara atau masyarakat
lain.
Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat  dan Daerah ;
Memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.
Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan
kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah-
an secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan
keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja
pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkat-
kan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsung-an pem-
biayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir
yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan
pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pem-bangunan
yang semakin meningkat.3
Hal penting lainnya dengan keberadaan kedua undang-undang tersebut
akan membawa angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
khususnya dalam rangka lebih memajukan daerah dalam usaha menggali potensi
yang dimilikinya. Adanya penyerahan hampir seluruh urusan pemerintahan di-
3 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung: Pustaka Pelajar,
2010), hal. 59
5harapkan pula lebih mempertajam pemerintah daerah dalam menyusun  ber-
bagai langkah kebijakan  sesuai  tuntutan aspirasi masyarakat dengan lebih meng-
gunakan bottom up planning, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh
banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah
pusat menajadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD,
kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan
administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur,  kelemahan administrasi,
dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya
penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah,
dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut
sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan pem-
benahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi,
dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur.
Untuk dapat meningkatkan   penerimaan pajak dan retribusi daerah,
pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang
senyatanya dan menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak dan retribusi
daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan
pajak dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi
penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pen-
dapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila
potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan
rendah.
6Secara operasional, esensi pokok pelaksanaan Undang-Undang 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang
Pajak  dan  Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah sebagai landasan struktural dan landasan operasional bagi
pengenaan pajak di daerah membawa  konsekuensi kepada Pemerintah Daerah
(Kabupaten/Kota) untuk mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi yang
dimilikinya dalam mengeksploitasi pendapatan yang berasal dari sektor pajak
daerah.
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah
daerah dan pembangunan daerah.4
Salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pen-
dapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan kon-
tribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD yang nantinya dapat
dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja
daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan
bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala
sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Penyelenggaraan pemerintahan didaerah dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah mem-
butuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Salah satu sumber
penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah
4 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), hal. 68
7(PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam
membiayai kegiatan pembangunan didaerah, maka pemerintah daerah harus dapat
meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk digunakan
dalam berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.
Fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan ke-
wenangan fiskal setiap daerah harus mengenali potensi dan mengidentifikasikan
sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih
mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi ke-
butuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pen-
dapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar
seiring banyaknya kewenangan pemerintaah yang dilimpahkan kepada daerah
disertai penggalian potensi, pembiayaan, dan dokumentasi ke daerah.5
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib
yang dibayarkan oleh seorang pribadi atau suatu badan kepemerintahan
daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan un-
tuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.6
Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari
pertumbuhan ekonomi.daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai
kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa
seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan
ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar
mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.
5 Mahmudi, Managemen Keuangan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 16
6 Kesit Bambang Prakoso, Pajak dan Retribusi Daerah , (Yogyakarta: UII Press, 2003),
hal. 2
8Pembiayaan pemerintah dalam peaksanaan tugas pemerintah dan
pembangunan memerlukan tambahan sumber dana penerimaan yang dapat
diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi
daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah dapat mampu
menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tegantung
pada bantuan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak
Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi
atas  lima jenis pajak yang  terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air
Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam
sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).
Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang
potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya
kompenen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam
kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha
yang sistematik dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaanya
memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun
kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan
secara terus-menerus digunakan untuk menganalisi kondisi dan pelaksanaan
9pembangunan  daerah  yang semakin  berkembang. Oleh karena itu dengan
adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung
jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya
sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat
mengindikasi suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri
adalah dimana suatu daerah itu  mampu membiayai urusan yang diserahkan
pemerintah pusat  dengan keuangannya sendiri.
Sebagai salah satu kabupaten yang berdekatan langsung dengan ibukota
Provinsi Sulawesi Selatan, dan menjadi daerah perlintasan yang sekaligus menjadi
pintu gerbang kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya
memberikan peluang yang sangat besar terhadap peningkatan pembangunan di
Kabupaten Maros. Meningkatnya pembangunan di kabupaten maros memung-
kinkan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini
semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan suatu daerah. Kabupaten Maros juga diyakini memiliki tingkat
potensi yang sangat besar pada sektor hotel maupun restoran, karena Kabupaten
Maros yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak
menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghabiskan waktu di di tempat-
tempat tongkrongan yang terus dibangun diwilayah Kabupaten Maros..
Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik
menanamkan saham atau berinvestasi belomba-lomba untuk membuka usaha
restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih
pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak
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sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Dan
diharapkan dalam meningkatnya pembangunan ini dapat memberikan target serta
realisasi pencapaian yang lebih baik.
Meskipun masih ada timbul banyak fenomena-fenomena atau kejadian-
kejadian karena adanya kendala dari sistem pemungutan yang diterapkan untuk
Pajak Hotel dan Restoran adalah Self Assessment System yang merupakan sistem
perhitungan pajaknya dilakukan perhitungan pajak sendiri dan dibutuhkan
kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan omzetnya serta masih kurangnya
pencapaian realisasi Pajak Hotel maupun pajak restoran yang belum mencapai
targetnya karena terlalu tinggi target yang dianggarkan sedangkan realisasi yang
diterima masih dibawah targetnya.
Pemerintah Kabupaten Maros dalama usaha untuk mengembangkan dan
membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber
pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut
dilakukan dengan intensifikasi dengan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
asli daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan
pencapaian ralisasi secara konsisten. Berikut data target dan realisasi pendapatan
asli daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2016.
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pedapatan Asli Daerah








Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros
Dapat dilihat data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros diatas
bahwa setiap tahun pendapatan asli daerah Kabupaten Maros terus mengalami pe-
ningkatan. Kenaikan realisasi pendapatan asli daerah tersebut tidak terlepas dari
upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal
dari pajak daerah yang potensial. Kabupaten Maros terus mengembangkan pem-
bangunan daerah dengan fasilitas yang terdapat di Kabupaten Maros dan
menargetkan untuk melakukan pemungutan pjak yang efektif dan efisien guna
pencapaian tujuan pembanguan daerah. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut
oleh pemerintah Kabupaten Maros antara lain :
Tabel 1.2 Daftar Jenis Pajak Daerah Yang Berlaku di Wilayah
Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah
No. Jenis Pajak Peraturan Daerah
1 Pajak Parkir Perda No.6 Tahun 2009
2 PBPHTB Perda No.1 Tahun 2009
3 Pajak Air Tanah Perda No.2 Tahun 2009
4 Pajak Restoran Perda No.3 Tahun 2009
5 Pajak Hotel Perda No.14 Tahun 2009
6 Pajak Hiburan Perda No.11 Tahun 2011
7 Pajak Penerangan Jalan Perda No.12 Tahun 2011
8 Pajak Reklame Perda No.13 Tahun 2013
9 Pajak Mineral Bukan Logam Perda No.15 Tahun 2011
10 Pajak Sarang Burung Walet Perda No.9 Tahun 2012
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11 PBB Pedesaan dan Perkotaan Perda No.1 Tahun 2013
Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD)Kabupaten Maros
Berdasarkan tabel diatas, ada 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang di-
pungut oleh pemerintah Kabupaten Maros. Peningkatan pajak daerah dari tahun
ketahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan yang belum dapat
dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Maros.
Di Kabupaten Maros, sumber pendapatan daerah yang memiliki sum-
bangan atau kontribusi cukup besar  terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah
berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa
retribusi dan pajak daerah masih menjadi pendapatan ”andalan” bagi daerah ter-
sebut. Namun dengan pemberlakuan Undang- Undang No. 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran me-
rupakan jenis pajak Kabupaten yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pajak
Hotel dan Restoran menjadikan tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros dalam menggali pendapatan di sektor ini, baik melalui
intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan berjudul “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros”.
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B. Rumusan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang di
harapkan, maka penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pe-
ningkatan pendapatan asli derah Kabupaten Maros?
2. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Res-
toran terhadap peningkatan pendapatan asli derah Kabupaten Maros?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
a. Kontribusi pajak adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang
terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total
pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan porsinya dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
b. Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencangkup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya
serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.
c. Pajak Restoran adalah Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,
kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering
d. Pajak daerah adalah pembayaran yang wajib diserahkan masyarakat kepada
kas negara yang diatur dalam undang-undng, yang ,memberikan manfaat
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secara tidak langsung, dengan salah satu bentuknya adalah sarana dan
prasarana umum.
e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan yang berasal dari
pajak dan retribusi serta pendapatan lain yang sah menurut undang-undang
yang berlaku. Pada umumnya Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk
membiayai seluruh belanja daerah tersebut.
D. Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian yang telah
dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pajak hotel dan
restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
Sylvya Walakandou (2010) dengan judul skripsi analisis kontribusi
pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten ngawi .Hasil penelitian
menunjukkan bahwa memberikan kontribusi Pajak Hotel cukup besar terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten ngawi dari tahun 2007-2011 yaitu sebesar
5,60% pada tahun 2007, 5,38% pada tahun 2008, 7,63% pada tahun 2009,
8,11% pada tahun 2010 dan 7,71% pada tahun 2011. Meskipun tiap tahun
penerimaan Pajak Hotel terus meningkat tapi dalam kontribusinya ke
Pendapatan Asli Daerah tidak selalu meningkat.
Triantoro (2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran
yang dilakukan secara Self Assessment atau secara langsung oleh pemohon ke
Kas Daerah, akan memberi kemudahan kemudahan bagi pemkot untuk menerima
setoran pajak. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Reklame di kota Bandung
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pada tahun 2006 cukup baik Potensi Pajak Reklame Kota Bandung selama tahun
2006 cukup baik ini disebabkan karena penerimaan pajak reklame dikota
bandung untuk tahun 2006 kurang optimal. Sedangkan efektifitas pajak reklame
Kota Bandung pada tahun 2006 juga cukup baik. Serta kontribusi pajak dari
tahun 2001-2006 terus mengalami peningkatan.
Kesek (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara   keselu-
ruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Manado pada tahun
2009-2012 bervariasi, yaitu setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak
parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang
bervariasi. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli
daerah kota Menado dari tahun 2009-2012 rata-rata masih kurang karena
presentasi masih kecil sangat kecil kontibusinya terhadap PAD. Dotulong, et al.
(2014) hasil penelitian menunjukkan perhitungan potensi penerimaan Pajak
Restoran Minahasa Utara belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan
memiliki potensi penerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak
Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran
belum efektif. Prayanti, et al. (2014) hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh
secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung
Tahun 2010-2013, ada pengaruh secara parsial dari penerimaan Pajak
Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun
2010-2013. Yuliartini dan Supadmi (2015) hasil penelitian menunjukkan rata-
rata tingkat Efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Denpasar
dari tahun 2009-2013 yang diukur dengan rasio efektivitas adalah sebesar
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113,54 persen dan tergolong dalam kategori sangat efektif. Tingkat kontribusi
pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerahpada tahun
2009 dan 2010 digolongkan dalam kategori baik dengan tingkat kontribusi
masing-masing sebesar sebesar 47,01 persen dan 44,33 persen, pada tahun 2011
digolongkan dalam kategori cukup baik dengan tingkat kontribusi sebesar 30,95
persen, dan pada tahun 2012 dan 2013 digolongkan dalam kategori sedang
dengan tingkat kontribusi masing-masing sebesar 29,33 persen dan 25,81
persen. Rata-rata tingkat kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran selama
5 tahun terakhir adalah sebesar 32,27 persen dan digolongkan dalam kategori
cukup baik.
Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti adalah
sama-sama membahas Pendapatan Asli Daerah dan menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang
akan diteliti adalah pada objek penelitian, tahun dan variabel yang diteliti.
E. Tujuan dan Kegunaan
1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.
b. Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel maupun pajak restoran terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.
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2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
a. Sebagai bahan pemikiran maupun alternatif referensi yang dapat bermanfaat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperluas wawasan mengenai
pengaruh kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
b. Sebagai salah satu bahan masukan mahasiswa untuk melakukan penelitian






Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan dengan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.5
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam
menopng pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar kecilnya
pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran
negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggran
yang rutin.6
Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentun umum dan tata cara
perpajakan pasal 1 ayat 1:
pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk ke-
perluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ter-
sebut memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak.
5 Mardiasmo , Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), hal. 16
6 Brotodihadjo R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak,(Bandung: PT.Eresco, 1993),
hal. 86
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Ciri-ciri pajak antara lain:
a. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor
swasta ke sektor Negara.
c. Pungutan pajak diperuntukkan bagi  keperluan pembiayaan umum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pem-
bangunan.
d. Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah
terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
e. Selain berfungsi sebagai anggaran, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk
mengatur, untuk melksanakan kebijakan Negara di bidang sosial dan ekonomi.
2. Teori Pengenaan Pajak
Ada 5 teori pengenaan pajak , yaitu teori bakti, teori asuransi, teori
kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya beli. 7
a. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa
membayar pajak adalah suatu kewajiban.
7 Anita, Chandasari. Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 Nomor 2. 2016.
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b. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
c. Teori Kepentingan
Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya ke-
pentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi
pajak yang harus dibayar.
d. Teori Daya Pikul
Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang di-
berikan Negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus
dipikul oleh warga Negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa
beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul
seseorang.
e. Teori Asas Daya Beli
Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti
menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Se-




Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua
fungsi yaitu: fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).8
a. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat mengatur atau melaksanakan pe-
merintah dalam bidang sosial ekonomi.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: Official Assessment
System, self Assessment System, dan Witholding System. 9
a. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang mem-
beri wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :
1. Wewenang untu menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak besifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
b. Self Assessment System
Self assessment system adalah sistem pemungutan yang memberi
wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
8 Mardiasmo , Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), hal. 18
9 Thomas Sumarsan , Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Indeks,2013), hal. 49
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membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya
yaitu:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada adalah
wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak terutang
3. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
c. Witholding System
Witholing system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak ter-
utang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
5. Macam- Macam Pajak
Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: Pajak
Menurut Golongan, Pajak Menurut Sifat, dan Pajak Menurut Lembaga Pe-
mungutannya.10
a. Pajak Menurut Golongan
1. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban
langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contonya adalah pajak penghasilan
(PPh).
10 Mardiasmo , Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), hal. 28
23
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat di-
limpahkan kepada pihak lain tau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu
kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, mi-
salnya terjadi penyerahan barang atau jasa. contohnya adalah pajak pertambahan
nilai (PPn).
b. Pajak Menurut Sifat
Pajak menurut sifat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan
keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan
subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.
2. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek,
baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi
subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya dalah pajak pertambahan nilai
dan pajak penjualan atas barang mewah.
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c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya
Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di-
gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sebagai cotoh adalah pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat
I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai ru-
mah tangga daerah masing-masing.
d. Asas-asas Pemungutan Pajak
Asas-asas pemungutan pajak11, yaitu:
1. Asas Domisili
Negara berhak mengenakn pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berada dalam negeri
maupunluar negeri.
2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak
yang bersumber diwilahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
Contohnya adalah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia maka dari peng-
hasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah
Indonesia.
11 Mardiasmo , Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), hal. 27
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3. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas
ini menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang
atau badan yang memperoleh penghasilan.
e. Asas-asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith
Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith ada empat yaitu:
equqlity, certainity, convenience, dan economy. 12tersebut secara singkat dapat di-
uraikan sebagai berikut:
1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak harus di-
kenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan
membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil
dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran
pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.
2. Certainity
Kepastian hukum mengenai subjek, objek, tarif dan ketentuaan-ketentuan
pajak lainnya yang di atur oleh undang-undang. Penetapan pajak itu tidak di-
tetapkan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui  secara
jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan kapan batas
akhir pembayaran.
3. Convenience
12 Winda A. Mustika. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap pendapatan asli
daerah. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 3 Nomor 6. 2014.
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Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan
saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak atau di pungut pada saat kondisi
yang baik secara ekonomis.
4. Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan ke-
wajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula
beban yang ditanggung oleh wajib pajak.
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam
menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas utama yang paling sa-
ling digunakan oleh negara sebagai landaasan untuk mengenakan pajak adalah,
Asas domisili, berdasarkan asas ini negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan yang diterima atau diperboleh orang pribadi atau badan (wajib pajak)
yang bertempat tinggal diwilayahnya.13
f. Syarat Pemungutan Pajak
1. Pemungutan Pajak Harus Adil
Pajak pengenaannya harus adil serta diatur dalam perundang-undangan.
Adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan pengajun banding.
2. Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-undang (syarat yudiris)
Di Indonesia Pajak diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2
yaitu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara
maupun warganya.
13 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011), hal. 34
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3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pajak dipungut dengan tidak mengganggu proses kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masya-
rakat.
4. Pungutan Harus Efektif (syarat finansial)
Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari
hasil pungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan men-
dorong masyarakat dlam memenuhi kewajiban perpajakannya.
g. Hukum Pajak
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut
pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu
:Hukum pajak materiil dan Hukum pajak formil.14
1. Hukum pajak materiil, menurut norma- norma yang menerangkan
antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak
(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar
pajak yang dikenakan ( tarif), segala sesuatu tentang timbul dan
hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan
wajib pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan
hukum materiil menjadi kenyataan( cara melaksanakan hukum pajak
materiil). Hukum ini antara lain: Tata cara penyelenggaraan prosedur
14 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011), hal. 2
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penetapan suatu utang pajak. hak- hak pemerintah untuk mengadakan
pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan
dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak dan kewajiban wajib pa-
jak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-
hak wajib pajak, mislnya mengajkan keberatan dan banding.
B. Pajak Daerah
1. Pengertian Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan
pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan
(melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pe-
merintah daerah tersebut.15
Pajak daerah dapat pula di artikan sebagai iuran wajib pajka yang di-
lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan pem-
bangunan daerah.16
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
pasal 1:
pajak daerah adalah  kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan tidak
15 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2009), hal. 12
16 Nurlan Darise, Akuntansi Keuangan Daerah, ( Jakarta : Indeks, 2008), hal. 135
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mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebsar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-
undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk
pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabu-
paten/Kota.
1. Secara rinci pajak provinsi terdiri dari :
a. Pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasa ken-
daraan bermotor.
b. Bea balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian duan pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah ,
warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan
bakar kendaraan bermotor.
d. Pajak air permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air pe-
rmukaan.
e. Pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
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2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:
a. Pajak hotel
Pajak hotel adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah atas
fasilitas penyediaan jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan pungutan bayaran.
b. Pajak Resoran
Pajak restoran adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah atas
fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang
mencangkup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya ter-
masuk jasa boga/ catering.
c. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah iuran yang dipungut pemerintah daerah atas pe-
nyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
d. Pajak reklame
Pajak reklame adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah atas
pengadaan reklame yang dipungut bayaran. Reklame adalah benda, alat, per-
buatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik
perhtian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.
e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah
daerah atas setiap penggunaan tenaga listrik dengan dipungut bayaran. Pajak pe-
31
nerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang sendiri
maupun diperoleh dari sumber lain.
f. Pajak Parkir
Pajak parkir adalah iuran yang pemerinth daerah atas setiap penye-
lenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut dengan nama pajak
parkir.
g. Pajak Air Tanah
Pajak yang dipungut setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
dipungut pajak dengan nama pajak air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat
dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
h. Pajak Sarang Burung Walet
Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocilia yaitu
collocilia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia
linchi. Dasar pengenaan pajak sarang burung wallet adalah nilai jual sarang bu-
rung wallet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang
burung wallet yang berlaku didaerah dengan volume sarang wallet.
i. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan/Perkotaan
Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu pajak atas bumi atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau ba-
dan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, per-
hutanan dan pertambangan.
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j. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
Perolehan ha katas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukun yang mengakibatkan diperolehnya ha katas tanah atau banguanan oleh
orang pribadi atau badan.
2.Kendala Pemungutan Pajak Daerah
Kendala pemungutan pajak daerah merupakan tugas Negara dalam
pemungutan dan pengelolaan uang pajak demi pengelolaan dan pembiayaan
tugas-tugas Negara, sehingga Negara bisa memaksa warganya untuk melakukan
pembayaran paak yang telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi bagi pe-
tugas pajak daerah mempunyai kendala yang melemahkan dalam pemungutan
pajak daerah. Beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah antara lain
adalah pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relative lemah,
pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang
atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, belum dapat diterapkannya
sistem self assessment system dalam pemungutan pajak daerah.17
3. Pajak Hotel
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak hotel adalah pajak
atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas
penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran yang mencangkup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pe-
sangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar
17 Djoko Prakoso, Pajak dan Retribusi Daerah , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 33
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lebih dari 10 kamar.18Pengertian lain hotel adalah suatu bangunan lambing
perusahaan atau badan uasaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, pe-
nyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan
itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam dihotel ter-
sebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilits tertentu yang dimiliki
hotel. Pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar bahkan cen-
derung sama dan dapat diambil kesimpulan bahwa hotel adalah sarana akomodasi
yang dikelola secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi
kepuasan bagi konsumen.
Pemerintah daerah berhak megenakan pungutan kepada masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegasjan
bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa
diatur dengan Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada
peraturan daerah.
Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum
mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak.
Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam
peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel  merupakan pen-
dapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan
daerah.
18 Siahaan, Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,( Jakarta: Rajawali Press,
2009), hal. 28
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Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 32 yang menjelaskan objek pajak hotel
adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa
penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang sebagaimana
yang dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, dan fasilitas
yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, tidak termasuk objek
pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jasa tempat tinggal
asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jasa
sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau ke-
giatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan
dan panti sosial lainnya yang sejenis, berikutnya adalah jasa biro perjalanan
wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 33, pasal tersebut menjelaskan sebagai be-
rikut:
a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pem-
bayaran kepada orng pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
b. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 34, pasal tersebut
menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau
yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan pasal 35  yang menjelaskan sebagai
berikut:
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a. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
b. Tariff pajak hotel di tetapkan oleh Peraturan Daerah.
4. Pajak Restoran
Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering.19 Sesuai dengan Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28
Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 yang menjelaskan
bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pe-
layanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1
yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi
oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya.  Tidak
termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pe-
layanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi
batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak res-
toran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari
restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak
19 Siahaan, Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,( Jakarta: Rajawali Press,
2009), hal. 57
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restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima
restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tariff pajak restoran ditetapkan
paling tinggi 10% dan tarif  pajak restoran ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah.
Untuk mengoptimalkan peneriman dari sektor pjak maupun retribusi itu
sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa darah yang me-
lakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan
retribusi itu sendiri.
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal
dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa, pajak daerah, retribsi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli derah yang sah.20 Jadi pe-
ngertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari
usaha-usaha pemerintah daerah  dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber ke-
uangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pendapatan asli daerah secara singkat adalah pendapatan yang diperoleh
daerah berdasarkan peraturan daerah.21 Dan  pengertian lain tentang pendapatan
asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak darah,
20 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik,(Jakarta: Erlangga,2005),hal. 23
21 Nurlan Darise, Akuntansi Keuangan Daerah, ( Jakarta : Indeks, 2008), hal. 137
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retribusi daerah, laba perusahaan daerah  dan lain-lain pendapatan yang sah.22 Pe-
neliti menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai pendapatan asli daerah di
atas adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah dimana penerimaan ke-
uangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut misalnya
pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain serta penerimaan keuangan tersebut
yang diatur oleh Peraturan Daerah.
2.Sumber Pendapatan Asli Daerah
Undang-undang  No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ber-
sumber dari:
a. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak, digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerinth daerah dan pembangunan daerah.
Pendapatan pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan
c, dan pajak parkir.
b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari ret-
ribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu.
22 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta:
Grasindo, 2012), hal 182
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan
hasil yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.23 Jenis
pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi:
1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/
BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan
Negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.
d. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-
lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untk menghitung pe-
nerimaan daerah yang termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Permendagri No. 59 tahun
2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 ayat 4, lain-lain
PAD yang sah meliputi:
1. Hasil penjualan kekayaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
secara tunai atau angsuran atau cicilan.
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Peneriman atas tuntutan ganti rugi daerah
23 Abdul Halim,Akuntansi Keuangan Daerah  Edisi Ketiga, (Jakarta : Salemba Empat,
2007), hal. 98
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5. Penerimaan komisi, potogan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).
D. Kontribusi
Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang
maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai.24 Jadi yang dimaksud
kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak hotel
dan restoran dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah
sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang
diberikan bersama- sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian
24 Poerwardarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka,1976),hal.925
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Pn = kontribusi sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
QX = Jumlah penerimaan sumber- sumber PAD
QY = Jumlah penerimaan PAD
n = Tahun atau periode tertentu
Apabila hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD menghasilkan
angka atau presentase melebihi 30%, maka sumber- sumber PAD dapat dikatakan
kontribusi sangat baik.
E. Efektivitas
Efektivitas berasal dari suku kata efektif yang berasal dari bahas Inggris
yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan
baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan peng-
gunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas pada dasarnya mengacu
pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah
satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja
yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas
dan waktu.
25 Aini Hamdan, Perpajakan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 33
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Adapun pengertian efektivitas menurut beberapa pendapat antara lain
adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan  antara produksi,
kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan sifat, keunggulan serta pengembangan.26
Pengertian lain efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu
pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektifitas berarti
tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa
dikatakan merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcoe adalah
tujuan/target yang ditetapkan.27
Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan di-
mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, ser-
ta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat
dicapai dengan hasil yang memuaskan.28
Dalam efektivitas itu sendiri terdapat beberapa pendekatan yang dapat
dilakukan oleh instansi atau perusahaan antara lain pendekatan pencapaian tujuan,
pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis serta pendekatan nilai-nilai
bersaing.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900/327
tahun 1994 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, standarisasi tingkat
efektifitas di tetapkan sebagai berikut:
1. Koefisen efektifitas bernilai di atas 100% berarti sangat efektif
2. Koefisen efektifitas bernilai antara 90%-100% berarti efektif
26 Gibson, Organisasi Dan Manajemen, (Jakarta : Erlangga, 1984), hal. 111
27 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Salemba Emapat, 2004),
hal. 75
28 Martoyo Susilo, Sistem Pengadilan Manajemen, ( Yogyakarta: Salemba Empat,
1998), hal. 105
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3. Koefisen efektifitas bernilai antara 90%-80%  berarti cukup efektif
4. Koefisen efektifitas bernilai antara 80%-70% berarti kurang efektif
5. Koefisen efektifitas bernilai antara 70%-60% berarti tidak efektif.
F. Kajian Teori Yang Digunakan Menurut Prespektif Islam
Dalam al-quran yangterdiri dari 30 juz, 74.499 kata atau 325.345 suku
kata tidak ditemukan satu pun kata pajak, berbeda halnya dengan kata zakat yang
terdapat 30 kali. Namun demikian dalam terjemahan al-quran terdapat 1 kali kata
pajak, yaitu pada terjemahan Q.S At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :
                      
                
  
Terjemahnya:
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama
yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh
sedang mereka dalam Keadaan tunduk.29
Pada ayat tersebut kata  Jizyah  diterjemahkan dengan kata  pajak, jizyah
ialah pajak  per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang
29 Departemen Agama RI, Mushaf Al-quran Terjemah( Depok: Al-Huda), hal.
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yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka. walaupun
demikian, tidak semua kitab al-quran menerjemahkan kata jizyah dengan kata
pajak. Padanan kata yang paling tepat untuk pajak menurut sistem ekonomi islam
sebetulnya bukan jizyah karena jizyah artinya kehinaan. Menurut Khalifah Umar
bin Khattab sungguh tidak pantas kaum muslimin dipungut dengan kehinaan
karena segala aktifitas muslim yang mengikuti perintahAllah SWT termasuk
dalam nilai ibadah yang berarti kemulian. Jizyah lebih tepat diterjemahkan dengan
kata upeti (pajak kepala), yang dikenakan terhadap ahli kitab (Nasrani dan
Yahudi) dan Majusi (Kaum penyembah api).
Padanan kata yang paling tepat untuk pajak adalah Dhariibah (Pajak),
yang artinya beban, karena pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu)
bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga penerapan akan dirasakan sebagai
sebuah beban atau pikulan yang berat. Secara etimologi dharibah yang berasal
dari kata dasar (dharabah, yadribu, dharban) yang artinya mewajibkan,
menetapkan menentukan , memuku, menerangkan atau membebankan, dan lain-
lain.
Ada juga ulam atau ekonom muslim dalam berbagai lieratu menyebut
pajak dengan padanan kata/istilah kharaj (pajak tanah) atau ushr(bea masuk)
selain jizyah (upeti), padahal sesungguhnya ketiganya berada dalam dharibah,
objek pajak (dharibah) adalah al-Maal (harta penghasilan), objek jizyah adalah
jiwa( an-Nafs), objek kharaj adalah tanah dan objek ushr adalah barang masuk
(impor). Oleh karena objeknya berbeda maka jika dipakai istilah kharaj, jizyah,
atau ushr untuk pajak akan rancu dengan dharibah. Untuk itu biarkan pajak yang
objeknya harta/penghasilan adalah dharibah.
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Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar
pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak, dan sebagai rakyat
kita harus menaati peraturan- peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Hal ini sesuai
dengan firman Allah SWT dalam surah an- Nisaa ayat 59 :
                  …
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu…
Maksud ayat diatas sebagai orang yang beriman kita wajib menaati
selain kepada Allah dan Rasul- Nya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin). Pe-
mimpin disini dapat diartikan pemimpin (pemerintah) yang membawa kearah
kebaikan dan kemaslahatan umat.
G. Kerangka Pikir
Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang di-
jadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai
berikut:  penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat membantu dalam peng-
ukuran efektifitas pajak hotel maupun pajak restoran suatu daerah, seberapa besar
peningkatannya tercapai untuk memenuhi tingkat pendapatan asli daerah, dengan
penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang tujuannya juga untuk mengukur
potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sudah menunjukkan tingkat
yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah dan digunakan untuk mengukur kontribusi
45
dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan
asli daerah suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang dapat digambarkan
pada gambar 2.1 sebagai berikut:
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros









Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu
penelitian dengan  memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang
diangkakan pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi
informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.28 Metode ini juga harus
menggunakan alat bantu kuantitatif sofware komputer.Definisi lain menyebutkan
penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka,
mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan
dari hasilnya, demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila
disertai tabel, grafik atau tampilan lainnya.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif ma-
tematik (deskriptif kuantitatif). Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan
analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statis-
tika, sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkn data mentah
28 Idrus Muhammad, Metode PenelitianPendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta:
Erlangga, 2009), hal 30
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C. Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu di lingkungan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Dinas Pariwisata dan Kebu-
dayaan Kabupaten Maros.
D. Jenis dan Sumber Data
Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang bersifat time series dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
Data tersebut meliputi: penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan
asli daerah, yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros. Data lainnya diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, internet, buku-buku dan laporan tertulis
lainnya.
E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan
standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan
data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan
pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada
obyek yang diteliti. Sebagai pendukung data juga diperoleh dari buku-buku,
jurnal,dan browsing internet yang terkait dengan pajak hotel, pajak restoran serta
PAD.
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F. Teknik pengelolaan dan Analisa Data
1. Analisis Kontribusi
Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan
pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di
Kabupaten Maros, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan
pajak restoran terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung
kontribusi sebagai berikut.29 = 100
Keterangan:
X= Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Maros
Y= Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
Kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran dalam
menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:
a. Presentase antara 0%-0,5% artinya relatif tidak mempunyai kontribusi
b. Presentase antara 0,6%-1,9% artinya kurang mempunyai kontribusi
c. Presentase antara 2%-2,9% artinya cukup mempunyai kontribusi
d. Presentase 3%-3,9% artinya mempunyai kontribusi
e. Persentase > 4% artinya sangat mempunyai kontribusi.
29 Nugroho Budiyuono, Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan, (Yogyakarta:
UII Press, 1996), hal. 160
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Dengan analisis ini akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak
hotel dan pajak restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Maros.
2. Analisis Efektivitas
Analisis efektifitas adalah  hubungan antara realisasi penerimaan pajak
hotel dan pajak restoran terhadap target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran
yang memungkinkan apakah besarnya pajak hotel dan pajak restoran sesuai




Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak hotel dan
pajak restoran adalah sebagai berikut:












A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis Kabupaten Maros
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Maros
Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2017
Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara
40º45’-50º07’ Lintang Selatan dan 109º205’-129º12’Bujur Timur yang berbata-
san dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten
Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone disebelah Timur dan Selat Makassar
disebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros1.619,12 km² yang secara admi-
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nistrasi pemerintahnya terdiri 14 Kecamatan dan 103 Desa/ Ke-lurahan.
Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) rata-rata Suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah
26,9°C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 22,4°C (terjadi pada
bulan Agustus 2016) sedangkan paling tinggi adalah 33,4°C (terjadi pada bulan
Oktober2016).
Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan
rata-rata sekitar 237 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 187
hari selama Tahun 2016, dengan rata-rata suhu udara minimum 23,9°C dan
rata- rata suhu udara maksimum 31,4°C.
Penyinaran matahari selama tahun 2015 rata-rata berkisar 67%. Secara
geografis daerah ini terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah
kawasan lembah,27% (28desa) adalah lereng/ bukit dan 58% (60 desa) adalah
dataran.
2. Gambaran Umum Pemerintahan
Pemerintahan Kabupaten Maros membawahi  14 Kecamatan yang terdiri
dari 80 desa dan 23 kelurahan. Ke-14 Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kecamatan Mandai
b. Kecamatan Moncongloe













Dari 14 kecamatan tersebut terdapat 89 lingkungan dan 320 dusun.
Menurut klasifikasi desa/kelurahan, masih terdapat 22 desa/kelurahan swadaya
dan 22 desa/kelurahan swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 yang sudah
swasembada.
3. Gambaran Umum Keadaan Penduduk Kabupaten Maros
Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun2010
berjumlah 319.008 jiwa, yang tersebar di14Kecamatan, dengan jumlah penduduk
terbesar yakni 41.319 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Berdasarkan
hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2013 sebanyak 325.401
jiwa.
Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perem-
puan (sex ratio),perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan
perbandingan 96 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan. Namun di Ke-
camatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-laki lebih besar dari 100, hal ini
menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di kecamatan tersebut lebih besar dari
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pen-duduk perempuan.
Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale
sebanyak 1.416 jiwa/ km2. Sedangkan yang terendah diKecamatan Mallawa, 46
jiwa/km2.
4. Jumlah dan Nama-nama Hotel dan Restoran di Kabupaten Maros
Nama-nama hotel/penginapan yang ada di Kabupaten Maros sebagai
berikut :
Tabel 4.1Nama-nama Hotel / Penginapan Kabupaten Maros
No Nama Alamat
1 Kanaka Giana Jl. Bandara Hasanuddin Lama
2 Transito Jl.Poros Marumppa
3 Baruga Jl. Poros Makssar Maros
4 Afiat  II Jl. Batangase Bontoa
5 Darma Nusantara Jl.Bandara Baru
6 Transit Jl. Poros Makassar Maros
7 Ibis Jl. Bandara Baru







11 Transit II Jl.Poros Makassar Maros
12 Transito Jl.Poros Maros
13 Afiat I Jl.Poros Makassar Maros
14 Pucak  Teaching Farm Desa Pucak




Sumber:Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros
Tabel 4.1 d berjumlah  16 unit jumlah tersebut dapat berubah sewaktu-
waktu apabila hotel/penginapan tidak beroperasi atau tutup usaha sementara.
Hotel yang bediri baik kelas melepati maupun berbintang senantiasa dilandasi
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oleh peluang pasar yang ada didaerah dimana hotel akan didirikan atau
permintaan pasar  penginapan. Semakin banyak wisatawan masuk ke daerah maka
akan memperbesar potensi yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor
perhotelan. Bertambahnya jumlah hotel yang ada di Kabupaten Maros salah
satunya mempengaruhi penetapan target untuk pajak hotel oleh pemerintah daerah
Kabupaten Maros.
Bertambhnya jumlah hotel di Kabupaten Maros dapat mengakibatkan
tingginya kontribusi penerimaan pajak hotel, tetapi hal tersebut tidak tercermin
pada Kabupaten Maros. Karena tingkat hunian hotel/penginapan di Kabupaten
Maros masih rendah.
Restoran/rumah makan yang terdapat di kabupaten maros adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.2
Nama-nama Restoran/rumah makan di kabupaten maros
No Nama Alamat
1 Rm. Amelia Mallawa
2 Wr.Giri Mallawa
3 Rm. Madiri Campaniaga
4 Rm. Ayam Penyet Yunda Marusu
5 Rm. Sitantung Sabila,Mallawa
6 Wr. Lebbang Padaelo
7 Wr. Mappisona Topoing
8 Expreso Bandara Kec.Madai
9 Wr.Dankit Bandara Kec.Madai
10 Rm. Nurkita Bandara Kec.Madai
11 Rm.Bu Dian Bandara Kec.Madai
12 Rm.Suroboya Bandara Kec.Madai
13 Rm. Lamongan Masdar Bandara Kec.Madai
14 Wr. Bakmi Jowo Jl. Dakota Marusu
15 Wr. Arek-Arek Suroboyo Batangase
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16 Wr. Pallubasa Bandar Bandara Kec.Madai
17 Wr. Seafood Batangase
18 Wr. Kentaki Bandara Lama
19 Wr. Nasi Goreng Syam Bandara Lama
20 Coto Wali Batangase
21 Rm. Herlina Batangase
22 Wr.Sari Laut Ulfa Batangase
23 Rm.Salewangan Batangase
24 Warkop Pattunuang Patunuang Samngki
25 Warkop Hasna Samangki
26 Rm. Taufik Samangki
27 Warkop Basir Samangki
28 Rm.Sop Saudara Samangki
29 Rm. Paskipura Bandara Lama
30 Rm. Rahmat Turikale
31 Rm.Gamalama Turikale
32 Rm. Jowo Marusu
33 Rm. Rindu Bundo Marusu
34 Toraja Food Hall Bandara
35 Café Souvenir Bandara
36 Rm. Palekko Mallawa
37 Rm. Mas Arif Suroboyo Poros Mrusu
38 Rm. Mitra Batangase
39 Rm. Damai Kec.Simbang
40 Wr. Candra Kec. Simbang
41 Rm. Nur Kec. Simbang
42 Rm.Muda Mudi Kec. Simbang
43 Rm.Agung Kec. Simbang












48 Rm. Family Padaelo







52 Café Elsa Turikale
53 Café Nurul Jl. Bambu Runcing
54 Wr. Bakso Mas Toto Jl. Regensi
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55 Café Ina Talemangape
56 Rm.Mie Titi Jl.Pettarani Maros
57 Rm. Nyong Turikale
58 Rm.Isdar Poros Maros
59 Café Ari Turikale
60 Rm. Mas Anjas Suroboyo Jl. Assalea
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63 Rm. Marusu Poros Marusu
64 Rm. Bakso Majapahit Jl. Crisant
65 Rm. Sinar Alam Soppeng Samangki








70 Rm. Sunda Kerasa Mallawa
71 Mahkota Roti Mandai
72 Topjer Jl. Cendana
73 Coto Butta Toa Jl.Poros Maros
74 Rm. Pulau Sembilang Camba
75 Rm. Mbah Karso Batangase
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Rm. Bebek Goreng
Horizon Poros  Maros Makassar
77 Rm. Gemilang Poros Maros










82 Quqly Lt. 2
Bandara Sultan
Hasanuddin
83 Café Food Station Poros  Maros Makassar
84 Resto Cianjur Poros  Maros Makassar
85 Top Café Poros  Maros Makassar
86 Rm. M2 Poros  Maros Makassar
87 Nautika Café Poros  Maros Makassar
88 Ayam Gepuk Poros  Maros Makassar
89 Donal Mee Poros  Maros Makassar
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90 Mie Ceng Poros  Maros Makassar
91 Rm. Telaga Carangki Poros  Maros Pangkep
92 Rm. 3 Saudara Poros  Maros Pangkep
93 Rm Pak Tjomot Poros Marusu
94 Rm. Hj Eda Poros Marusu
95 Sop Saudara Pangkep Poros Marusu
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros
Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah restoran/rumah makan di
Kabupaten Maros  sampai tahun 2016 berjumlah 95 unit. Jumlah tersebut dapat
berubah sewaktu-waktu apabila sewaktu-waktu  hotel/ rumah makan tutup usaha.
Peningkatan jumlah pajak restoran seiring berkembangnya per-
ekonomian suatu daerah menyebabkan kontribusi pajak restoran dan rumah
makan semakin meningkat. Sebaliknya jika ada pengusha restoran/rumah makan
yang menutup usahanya maka secara otomatis akan mengurangi sumber
peneriman dari pajak restoran/rumah makan.
B. Deskripsi Variabel Penelitian
1. Pendapatan Asli Daerah
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga
daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencukupi
keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan
pembiayaan sbagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang
dilakukan berdasarkan pendapatan daerah.
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Maros dalam
mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan di
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dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di
Kabupaten Maros. Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan
realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Maros dalam
enam tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam. Salah satu sumber
pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain PAD yang sah.
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pedapatan Asli Daerah








Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni tahun 2011 sampai tahun
2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros mengalami kenaikan tiap
tahunnya.
Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros yang terus
menerus di tahunnya disebabkan karena telah efektifnya realisasi sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros yaitu program intensifikasi
dan ekstentifikasi pajak yaitu penarikan pajak sudah optimal. Hal ini dapat dilihat
dari tabel 4.3 diatas dimana pada tahun 2011 besarnya realisasi pendapatan asli
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daerah adalah Rp. 47.145.130.000 dan terus meningkat hingga tahun 2016 yang
menjadi Rp. 175.594.700.000.
2. Pajak Hotel
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak hotel adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia
jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran yang mencangkup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pe-sangrahan,
rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari
10 kamar.1
Pengertian lain hotel adalah suatu bangunan lambing perusahaan atau
badan uasaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, pe-nyedia makanan
dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan itu diperuntukkan
bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam dihotel ter-sebut ataupun
mereka yang hanya menggunakan fasilits tertentu yang dimiliki hotel. Pengertian
tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar bahkan cen-derung sama dan
dapat diambil kesimpulan bahwa hotel adalah sarana akomodasi yang dikelola
secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi kepuasan bagi
konsumen.
Pemerintah daerah berhak megenakan pungutan kepada masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegasjan
1 Siahaan, Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,( Jakarta: Rajawali Press,
2009), hal. 28
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bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa
diatur dengan Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada
peraturan daerah.
Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum
mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak.
Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam
peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel  merupakan pen-
dapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan
daerah. Berikut penarikan pajak hotel di Kabupaten Maros selama 6 tahun
terakhir:
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten
Maros Tahun 2011-2016







Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros
Berdasarkan Tabel 4.4 Penurunan pajak hotel dari Rp 128,370,000 juta
pada tahun 2011 menjadi Rp. 116,628,100 juta pada tahun 2012 disebabkan
karena rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel hal ini ditandai tingginya
potensi pajak hotel yang dianggarkan mencapai Rp. 150,000,000 juta sementara
yang terealisasi sekitar Rp. 116,628,100 juta.
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3. Pajak Restoran
Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering.2 Sesuai dengan Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28
Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 yang menjelaskan
bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pe-
layanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1
yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi
oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya.  Tidak
termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pe-
layanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi
batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak res-
toran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari
restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak
restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima
2 Siahaan, Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,( Jakarta: Rajawali Press,
2009), hal. 57
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restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan
paling tinggi 10% dan tarif  pajak restoran ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah.
Untuk mengoptimalkan peneriman dari sektor pjak maupun retribusi itu
sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa darah yang me-
lakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan
retribusi itu sendiri. Berikut kontribusi pajak hotel selama 6 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel:











Sumber: Badan Keangan Daerah Kabupaten Maros
Berdasarkan Tabel 4.5 Penurunan pajak restoran dari Rp 3,000,729,117
juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 3,890,994,098 juta pada tahun 2012 disebabkan
karena rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran, hal ini ditandai tingginya
potensi pajak restoran yang dianggarkan mencapai Rp. 4,000,000,000 juta
sementara yang terealisasi sekitar Rp. 3,890,994,098 juta.
C. Hasil Pengolahan Data
Hasil penelitian penggambaran tentang hasil yang diperoleh dalam
kuantitatif. Dalam penelitian ini juga termasuk data yang dipeoleh yakni data
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pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Maros,
dari tahun 2011 sampai tahun 2016 dengan hasil olahan sebagai berikut:
1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel
Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana
pajak daerah memberikan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli
daerah. Hasil analisi kontribusi dapat diketahui dengan rumus berikut:
Share = Pajak HotelPendapatan Asli Daerah × 100%
Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:
2011 = 128.370.00047.145.130.000 100 = 0,28 %
2012 = 146.628.10060.364.409.000 100 = 0,24 %2013 = 156.725.000102.470.000000 100 = 0,15 %
2014 = 625.961.872118.267.910.000 100 = 0,52 %
2015 = 1.369.582.063149.245.200.000 100 = 0,91 %
2016 = 1.704.131.626275.594.700.000 100 = 0,61 %
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Tabel 4.6
Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
Tahun
Anggaran Realisasi Total PAD Kontribusi
2011 128,370,000 47,145,130,000 0,28%
2012 116,628,100 60,364,409,000 0,14%
2013 156,725,000 102,470,000,000 0,15%
2014 625,961,872 118,267,910,000 0,52%
2015 1,369,582,063 149,245,200,000 0,91%
2016 1,704,131,626 275,594,700,000 0,61%
Sumber: Badan keuangan daerah Kabupaten Maros
Gambar 4.2Kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah  di
Kabupaten Maros Periode 2011-2016
Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa
kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten
Maros masih terbilang rendah dengan rata-rata 0,45 % pertahun. Kontribusi
tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,91% sedangkan kontribusi terendah
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Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan





tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli
daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi
sangat jauh dari angka 4 %.
2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran
Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran dibagi dengan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.
Share = Pajak RestoranPendapatan Asli Daerah × 100%
Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:
2011 = 3,000,729,11747.145.130.000 100 = 6,36%
2012 = 3,890,994,09860.364.409.000 100 = 6,44%
2013 = 5.164.259.079102.470.000.000 100 = 5,39%
2014 = 5.318.524.060118.267.910.000 100 = 4,49%
2015 = 6.542.772.060149.245.200.000 100 = 4,40%
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2016 = 7.644.156.097275.594.700.000 100 = 2,80%
Tabel 4.7
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Maros Tahun
Anggaran 2011-2016
Tahun Anggaran Realisasi Total PAD Kontribusi
2011 3,000,729,117 47,145,130,000 6,36%
2012 3,890,994,098 60,364,409,000 6,44%
2013 5,164,259,079 102,470,000,000 5,39%
2014 5,318,524,060 118,267,910,000 4,49%
2015 6,542,772,060 149,245,200,000 4,40%
2016 7,644,156,097 275,594,700,000 2,80%
Sumber: Badan Keangan Daerah Kabupaten Maros
Gambar 4.3 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah  di
Kabupaten Maros Periode 2011-2016
Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa
kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten
Maros terbilang tinggi dibandingkan dengan kontribusi pajak hotel dengan rata-
rata 4,49% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,44%
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secara keseluruhan selama enam tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan
Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai
kontibusi karena presentase kontribusi diatas 4%,  walaupun peningkatan
kontribusi  ini karena realisasi penerimaan Pajak Restoran terus meningkat dan
realisasi penerimaan PAD juga terus meningkat maka penerimaan Pajak Restoran
telah memenuhi target dan berkontribusi atau memberikan sumbangan yang
cukup  signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Maros. Peningkatan yang cukup signifikan ini disesabkan
kebutuhan dan jumlah perekonomian konsumen atau pengunjung restoran yang
sangat banyak dan sering dijumpai pengunjung yang ramai setiap harinya di
cafe dan restoran yang ada di kabupaten maros, serta rumah makan yang
mempunyai  daya  tarik  yang  tinggi untuk  dikunjungi  karena fasilitas dan
pelayanan yang diberikan sangat baik. Dari hasil analisis tersebut dapat di
simpulkan bahwa kontribusi pajak restoran di Kabupaten Maros sangat
berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten maros.
3. Analisis Efektivitas Pajak Hotel
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel, Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan hotel
dengan pembayaran, termasuk :
a. Fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek, antara lain: Gubuk, pari-
wisata (cottage) hotel, wisma pariwisata, pesangrahan, losmen dan rumah
penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau
lebih.
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b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal
jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, se-
perti: telepon, faximile, telex, fotokopi, pelanyanan laundry, taxi, dan peng-
angkutan lainnya yang disediakan atau di kelola oleh hotel.
c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, bukan
untuk umum seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub,
diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
d. Jasa persewan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
Kemampuan daerah Kabupaten Maros dalam merealisasikan penerimaan
pajak hotel dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi
sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Perhitungan efektifitas
pajak hotel menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut:
= 100%
Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektifitas pajak hotel
sebagai berikut :
2011 = 128,370,000100,000,000 100% = 128,37%
2012 = 116,628,100150,000,000 100% = 77,75%%
2013 = 156.725.000300. 000.000 100% = 52,26 %
2014 = 625.961.872400.000.000 100% = 156,49 %
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2015 = 1.369.582.0631.000.000.000 100% = 136,95 %
2016 = 1.704.131.6261.200.000.000 100% = 142,01 %
Tabel 4.8 Peneriman Pajak Hotel Kabupaten Maros
Tahun
Anggaran
Pajak Hotel EfektivitasTarget Realisasi
2011 100,000,000 128,370,000 128,37
2012 150,000,000 116,628,100 77,75
2013 300,000,000 156,725,000 52,26
2014 400,000,000 625,961,872 156,49
2015 1,000,000,000 1,369,582,063 136,95
2016 1,200,000,000 1,704,131,626 142,01
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektivitas
penerimaan pemungutan pajak hotel  dari tahun 2011-2016 mengalami
perkembangan yang berfluktuasi.dilihat pada tahun 2011 efektivitas pajak hotel
sebesar 128,37%.Pada tahun 2012 dan tahun 2013 pencapaian efektivitas untuk
realisaisnya masih belum dapat mencapai targetnya dimana presentase masih
menunjukkan dibawah 100% yaitu tahun 2012 sebesar 77,75% dan tahun 2013
sebesar 52,26% pencapaian efektivitas yang belum sangat efektif karena
pendapatan dari hotel menurun. Namun pada tahun 2014 pencapaian efektivitas
mulai kembali normal dengan sangat efektif terlihat pada tahun 2013 yang
presentasenya dari 52,26% menunjukkan kenaikkan sebesar 104,23 dimana
tingkat efektivitas meningkat cukup pesat. Lalu pada tahun 2015 pencapaian
efektivitas pajak hotel kembali menurun, akan tetap penurunannya tidak begitu
besar, seperti yang terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 50,62%, penurunan
pencapaian efektivitas pajak hotel di tahun 2015  hanya sebesar 19,54%. Dan
kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 142,01% . Meskipun
peningkatan yang terjadi pada tahun 2016 tidak terlalu tinggi dan hanya sebesar
5,06 % namun kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah
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kabupaten Maros telah mencapai target atau sasaran yang diinginkan dengan
sangat baik.
4. Analisis Efektivitas Pajak Restoran
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 03 Tahun 2011 ten-
tang pajak restoran, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh res-
toran meliputi penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli
baik ditempat pelayanan maupun ditempat lain dengan pembayaran termasuk jasa
boga dan catering.
Jumlah penerimaan pajak restoran Kabupaten Maros periode 2011-2016
cenderung mengalami fluktuasi. Pencapaian realisasi meningkat di setiap
tahunnya seperti pada tahun 2011 realisasi pajak restoran yang mencapai Rp.
4.855.729.117  dan terus meningkat hingga di tahun 2016 yang mencapai Rp.
7.644.156.097.
Kemampuan daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran di-
bandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya
dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Perhitungan  efektifitas pajak restoran
di Kabuopaten Maros dapat dihitung dengan menggunkan rumus sebagai berikut:
= 100%
Berdasarkan rumus diatas, maka perhhitungan efektifitas pajak restoran
adalah sebagai berikut :
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2011 = 3,000,729,1174,000,000,000 100% = 75,20%
2012 = 3,890,994,0983.500.000.000 100% = 111,20%
2013 = 5,164,259,0795,000,000,000 100% = 103,29 %
2014 = 5,318,524,0605,000,000,000 100% = 106,38 %
2015 = 6,542,772,0605,500,000,000 100% = 118,96 %
2016 = 7,644,156,0975,500,000,000 100% = 138,99 %
Tabel 4.9 Peneriman Pajak Restoran  Kabupaten Maros
Tahun Anggaran Pajak Restoran EfektivitasTarget Realisasi
2011 4,000,000,000 3,000,729,117 75,20
2012 3,500,000,000 3,890,994,098 111,20
2013 5,000,000,000 5,164,259,079 103,29
2014 5,000,000,000 5,318,524,060 106,38
2015 5,500,000,000 6,542,772,060 118,96
2016 5,500,000,000 7,644,156,097 138,39
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros
Dilihat dari pengolahan data tabel 4.9 menunjukkan bahwa pencapaian
presentase efektivitas penerimaan pemungutan Pajak Restoran terus meningkat
dari tahun 2011 hingga tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengalami
penurunan presentase pencapaian. Tahun 2011 pencapaian realisasinya belum
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bisa melampaui targetnya dan tingkat  efektivitasnya sudah efektif, namun
tahun 2012 pencapaian tingkat efektivitas Pajak Restoran meningkat sangat
efektif karena pencapaian realisasinya dapat melebihi targetnya dimana
presentase kenaikaannya adalah dari tahun 2011 sebesar 111,20% yang
menunjukkan kenaikkannya sebesar 36%. Lalu pada tahun 2013 hingga tahun
2016 pencapaian tingkat efektivitas menunjukkan bahwa pencapaian potensinya
sangat efektif karena pencapaian realiasasinya telah melebihi targetnya, dan
terus meningkat di setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah mencapai target
atau pencapaian sasaran yang diinginkan dengan sangat baik.
D. PEMBAHASAN
1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Maros
Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat
bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Maros dari tahun 2011-2016 mengalami
peningkatan disetiap tahunnya,dapat dilihat pada tabel 4.3 dimana realisasi pene-
rimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 47.145.130.000
terus meningkat hingga realisasinya mencapai Rp. 175.594.700.000 pada tahun
2012. Pada tabel 4.6 presentase kontribusi pajak hotel dari tahun 2011-2016
terhadap peningkata PAD di Kabupaten Maros masih tergolong kecil. Pada tahun
2010 presentase kontribusi pajak hotel sebesar 0,28% dan pada tahun 2012
menglami penurunan presentase sebesar 0,14% dari 0,28% menjadi 0,14%, dan
mengalami kenaikan dengan presentase 0,01% pada tahun 2013 yang menjadi
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0,15%. Dan kembali mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2014 yang
presentasenya sebesar 0,52% dan terus meningkat sampai tahun 2015 yang
presentasenya sebesar 0,91%, presentase kontribusi pajak hotel kembali menurun
sebesar 0,3% dari tahun 2015 yang presentasenya sebesar 0,91% turun menjadi
0,61% dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. Hal ini sesuai
pendapat Arikunto pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa ukuran presentase
kontribusi sebesar 6%-0,1,9% masuk kategori kecil (kurang memberikan
kontribusi). Faktor yang menyebabkan perubahan kontribusi pajak hotel dalam
meningkatkn pendpatan asli daerah Kabupaten Maros  pada tahun 2011-2016
yaitu, pertama tingkat hunian hotel yang masih rendah, serta jumlah hotel yang
ada di Kabupaten Maros masih tergolong sedikit dan adapun kualifikasi
semuanya adalah hotel kelas melati atau hanya berbintang 1 dan 2, sehinga dapat
dipahami tingkat hunian kamar hotel kurang berperan dalam realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah.
2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Maros
Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat
bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Maros dari tahun 2011-2016 mengalami
peningkatan disetiap tahunnya,dapat dilihat pada tabel 4.3 dimana realisasi pene-
rimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 47.145.130.000
terus meningkat hingga realisasinya mencapai Rp. 175.594.700.000 pada tahun
2012. Hasil analisis pada tabel 4.9 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan
asli daerah pada tahun anggaran 2011 mencapai 6,36% dari total penerimaan
pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. Selanjutnya pada tahun anggaran 2012
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presentase kontribusi pajak restoran terus mengalami peningkatan sebesar 0,08%
dari 6,36%  menjadi 6,44%. Pada tahun anggaran 2013 presentase kontribusi
pajak restoran mengalami penurunan sebesar 1,05%  dari 6,44% menjadi 5,39%.
Dan penurunan presentase kontribusi pajak restoran terus menurun terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros yang meningkat sangat
pesat di tiap tahunnya. Faktor- faktor yang menjadikan menurunnya presentase
kontribusi pajak restoran di kabupaten maros di karenakan adanya hambatan
yang di hadapi pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pajak restoran
di antaranya karena adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak,
adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, dalam hal ini
sesuai denga teori bakti  yang memaparkan bahwa dasar keadilan pemungutan
pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Rakyat juga berperan
penting terhadap kelangsungan negaranya. Dalam hal ini pajak restoran
memerlukan hubungan keterbukaan antara wajib pajak dengan negara,
sebagaimana diketahui bahwa pajak restoran  adalah jenis pajak yang meng-
gunakan sistem kejujuran dari wajib pajak dengan kata lain sistem pemungu-
tannya memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk meng-
hitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang terutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada adalah
wajib pajak itu sendiri.
3. Efektivitas Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Maros
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektivitas
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penerimaan pemungutan pajak hotel  dari tahun 2011-2016 mengalami
perkembangan yang berfluktuasi.dilihat pada tahun 2011 efektivitas pajak hotel
sebesar 128,37%.Pada tahun 2012 dan tahun 2013 pencapaian efektivitas untuk
realisaisnya masih belum dapat mencapai targetnya dimana presentase masih
menunjukkan dibawah 100% yaitu tahun 2012 sebesar 77,75% dan tahun 2013
sebesar 52,26% pencapaian efektivitas yang belum sangat efektif karena
pendapatan dari hotel menurun. Namun pada tahun 2014 pencapaian efektivitas
mulai kembali normal dengan sangat efektif terlihat  pada tahun 2013  yang
presentasenya dari 52,26% menunjukkan kenaikkan sebesar 104,23 dimana
tingkat efektivitas meningkat cukup pesat. Lalu pada tahun 2015 pencapaian
efektivitas pajak hotel kembali menurun, akan tetap penurunannya tidak begitu
besar, seperti yang terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 50,62%, penurunan
pencapaian efektivitas pajak hotel di tahun 2015  hanya sebesar 19,54%. Dan
kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 142,01% . Meskipun
peningkatan yang terjadi pada tahun 2016 tidak terlalu tinggi dan hanya sebesar
5,06 % namun kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah
kabupaten Maros telah mencapai target atau sasaran yang diinginkan dengan
sangat baik.
4. Efektivitas Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Maros
Dilihat dari pengolahan data tabel 4.9 menunjukkan bahwa pencapaian
presentase efektivitas penerimaan pemungutan Pajak Restoran terus meningkat
dari tahun 2011 hingga tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengalami
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penurunan presentase pencapaian. Tahun 2011 pencapaian realisasinya belum
bisa melampaui targetnya dan tingkat  efektivitasnya sudah efektif, namun
tahun 2012 pencapaian tingkat efektivitas Pajak Restoran meningkat sangat
efektif karena pencapaian realisasinya dapat melebihi targetnya dimana
presentase kenaikaannya adalah dari tahun 2011 sebesar 111,20% yang
menunjukkan kenaikkannya sebesar 36%. Lalu pada tahun 2013 hingga tahun
2016 pencapaian tingkat efektivitas menunjukkan bahwa pencapaian potensinya
sangat efektif karena pencapaian realiasasinya telah melebihi targetnya, dan terus
meningkat di setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah mencapai target atau






Dari hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pening-
katan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-
2016 masih tergolong rendah. Dilihat secara keseluruhan selama enam tahun
terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah
dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat
jauh dari angka 4 %. Kurangnya kontribusi pajak hotel di Kabupaten Maros
disebabkan karena kurangnya jumlah unit hotel yang ada di Kabupaten Maros dan
jenis hotel yang hanya berbintang 1 dan 2 saja. Dari hasil analisis kontribusi
penerimaan pajak retoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)
Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 dilihat secara keseluruhan selama
enam tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Restoran pada
Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontibusi karena
presentase kontribusi diatas 4%. Peningkatan kontribusi pajak restoran di
Kabupaten Maros disebabkan karena banyaknya pengembangan-pengembangan
usaha serta meningkatnya minat suatu masyarakat untuk makan siap saji serta
dipengaruhinya tingkat perekonomian masyarakat. Dari target dan realisasi
penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2011-2016 menunjukkan tingkat




Dinas pendapatan daerah Kabupaten Maros harus menyipkan tambahan
aparatur pajak dalam satu tim untuk mengapdate data-data tagihan yang lebih
akurat dan terbaru disetiap tahunnya, serta meningkatkan pemeriksaan dan kinerja
lapangan. Peningkatan upaya pengoptimalan terhadap kualitas dan kuantitas
pemungutan yang lebih efektif agar pencapaian kontribusi dan efektivitas dapat
optimal untuk memenuhi keuangan daerah. Selain itu pemerintah harus lebih
tegas dalam pengadaan sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak jujur atau
enggan membayar ataupun mendaftarkan dirinya karena merasa pajak tidak ada
manfaatnya  seperti memberikan sanksi yang mengkagetkan/ theraphy shock
yaitu sanksi khusus serta memberikan reward bagi wajib pajak yang rajin
membayar pajaknya tepat waktu agar memotivasi wajib pajak lain bahwa
pemungutan pajak itu wajib dan bermanfaat bagi negara/daerah  maupun
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LAMPIRAN
Daftar Nama-nama Hotel / Penginapan Kabupaten Maros
No Nama Alamat
1 Kanaka Giana Jl. Bandara Hasanuddin Lama
2 Transito Jl.Poros Marumppa
3 Baruga Jl. Poros Makssar Maros
4 Afiat  II Jl. Batangase Bontoa
5 Darma Nusantara Jl.Bandara Baru
6 Transit Jl. Poros Makassar Maros
7 Ibis Jl. Bandara Baru







11 Transit II Jl.Poros Makassar Maros
12 Transito Jl.Poros Maros
13 Afiat I Jl.Poros Makassar Maros
14 Pucak  Teaching Farm Desa Pucak




Daftar Nama-nama Restoran/rumah makan di kabupaten maros
No Nama Alamat
1 Rm. Amelia Mallawa
2 Wr.Giri Mallawa
3 Rm. Madiri Campaniaga
4 Rm. Ayam Penyet Yunda Marusu
5 Rm. Sitantung Sabila,Mallawa
6 Wr. Lebbang Padaelo
7 Wr. Mappisona Topoing
8 Expreso Bandara Kec.Madai
9 Wr.Dankit Bandara Kec.Madai
10 Rm. Nurkita Bandara Kec.Madai
11 Rm.Bu Dian Bandara Kec.Madai
12 Rm.Suroboya Bandara Kec.Madai
13 Rm. Lamongan Masdar Bandara Kec.Madai
14 Wr. Bakmi Jowo Jl. Dakota Marusu
15 Wr. Arek-Arek Suroboyo Batangase
16 Wr. Pallubasa Bandar Bandara Kec.Madai
17 Wr. Seafood Batangase
18 Wr. Kentaki Bandara Lama
19 Wr. Nasi Goreng Syam Bandara Lama
20 Coto Wali Batangase
21 Rm. Herlina Batangase
22 Wr.Sari Laut Ulfa Batangase
23 Rm.Salewangan Batangase
24 Warkop Pattunuang Patunuang Samngki
25 Warkop Hasna Samangki
26 Rm. Taufik Samangki
27 Warkop Basir Samangki
28 Rm.Sop Saudara Samangki
29 Rm. Paskipura Bandara Lama
30 Rm. Rahmat Turikale
31 Rm.Gamalama Turikale
32 Rm. Jowo Marusu
33 Rm. Rindu Bundo Marusu
34 Toraja Food Hall Bandara
35 Café Souvenir Bandara
36 Rm. Palekko Mallawa
37 Rm. Mas Arif Suroboyo Poros Mrusu
38 Rm. Mitra Batangase
39 Rm. Damai Kec.Simbang
40 Wr. Candra Kec. Simbang
41 Rm. Nur Kec. Simbang
42 Rm.Muda Mudi Kec. Simbang
43 Rm.Agung Kec. Simbang
44 Kios Budiman Kec. Simbang









48 Rm. Family Padaelo







52 Café Elsa Turikale
53 Café Nurul Jl. Bambu Runcing
54 Wr. Bakso Mas Toto Jl. Regensi
55 Café Ina Talemangape
56 Rm.Mie Titi Jl.Pettarani Maros
57 Rm. Nyong Turikale
58 Rm.Isdar Poros Maros
59 Café Ari Turikale
60 Rm. Mas Anjas Suroboyo Jl. Assalea
61 Rm. Ab Mini Nikmat Jatim Poros Maros
62 Rm. Pangkep Sop Saudara Batu Bassi
63 Rm. Marusu Poros Marusu
64 Rm. Bakso Majapahit Jl. Crisant
65 Rm. Sinar Alam Soppeng Samangki








70 Rm. Sunda Kerasa Mallawa
71 Mahkota Roti Mandai
72 Topjer Jl. Cendana
73 Coto Butta Toa Jl.Poros Maros
74 Rm. Pulau Sembilang Camba
75 Rm. Mbah Karso Batangase
76 Rm. Bebek Goreng Horizon Poros  Maros Makassar
77 Rm. Gemilang Poros Maros










82 Quqly Lt. 2
Bandara Sultan
Hasanuddin
83 Café Food Station Poros  Maros Makassar
84 Resto Cianjur Poros  Maros Makassar
85 Top Café Poros  Maros Makassar
86 Rm. M2 Poros Maros Makassar
87 Nautika Café Poros  Maros Makassar
88 Ayam Gepuk Poros  Maros Makassar
89 Donal Mee Poros  Maros Makassar
90 Mie Ceng Poros  Maros Makassar
91 Rm. Telaga Carangki Poros  Maros Pangkep
92 Rm. 3 Saudara Poros  Maros Pangkep
93 Rm Pak Tjomot Poros Marusu
94 Rm. Hj Eda Poros Marusu
95 Sop Saudara Pangkep Poros Marusu
Realisasi Pendapatan Asli Daeah Kabupaten Maros Tahun 2011-2015
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Maros Tahun 2011-2016





































Daftar Jenis Pajak Daerah Yang Berlaku di Wilayah Kabupaten Maros
berdasarkan Peraturan Daerah
No. Jenis Pajak Peraturan Daerah
1 Pajak Parkir Perda No.6 Tahun 2009
2 PBPHTB Perda No.1 Tahun 2009
3 Pajak Air Tanah Perda No.2 Tahun 2009
4 Pajak Restoran Perda No.3 Tahun 2009
5 Pajak Hotel Perda No.14 Tahun 2009
6 Pajak Hiburan Perda No.11 Tahun 2011
7 Pajak Penerangan Jalan Perda No.12 Tahun 2011
8 Pajak Reklame Perda No.13 Tahun 2013
9 Pajak Mineral Bukan Logam Perda No.15 Tahun 2011
10 Pajak Sarang Burung Walet Perda No.9 Tahun 2012
11 PBB Pedesaan dan Perkotaan Perda No.1 Tahun 2013
Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
Tahun
Anggaran Realisasi Total PAD Kontribusi
2011 128,370,000 47,145,130,000 0,28%
2012 116,628,100 60,364,409,000 0,14%
2013 156,725,000 102,470,000,000 0,15%
2014 625,961,872 118,267,910,000 0,52%
2015 1,369,582,063 149,245,200,000 0,91%
2016 1,704,131,626 275,594,700,000 0,61%
Kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah  di Kabupaten Maros
Periode 2011-2016
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Maros Tahun
Anggaran 2011-2016
Tahun Anggaran Realisasi Total PAD Kontribusi
2011 3,000,729,117 47,145,130,000 6,36%
2012 3,890,994,098 60,364,409,000 6,44%
2013 5,164,259,079 102,470,000,000 5,39%
2014 5,318,524,060 118,267,910,000 4,49%
2015 6,542,772,060 149,245,200,000 4,40%
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